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K gahatan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkaitan dengan
transaks efek dan dilarang oleh Undang-undang pada intinya terdapat 3 (tiga) kelompok yaitu; Penipuan,
Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam. Manipulasi pasar tidak lain menciptakan gambaran semu
atau menyesatkan terhadap harga dan aktivitas perdagangan yang dapat mengakibatkan kegoncangan di
pasar modal.

Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan
pembinaan atas pasar modal. Salah satunya yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8
Tahun 1995 tentang Pasar Modal diberikanlah wewenang khusus sebagai penyidik bagi pejabat pegawai
negeri tertentu di lingkungan Bapepam. Merekainilah yang dalam praktek sering disebut Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) atau Polisi dengan keahlian Khusus (Polsus), yang memang dimungkinkan oleh
Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 6 ayat (1) huruf b dari
KUHAP menentukan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus oleh
Undang-undang untuk menjadi penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan, terdapat norma-norma yang disebut dengan norma pemeriksaan, yang
diatur dalam Bab 111 PP N0.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, yang
terdiri dari (1) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pemeriksa, (2) norma pemeriksaan yang
menyangkut dengan pel aksanaan pemeriksaan, dan (3) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan para
pihak yang diperiksa.

Hingga akhir tahun 2004, Bapepam telah menyelesaikan 7 dari total 22 kasus yang ditangani Biro
Pemeriksaan dan Penyidikan, dimana 1(satu) dari 7 kasus telah ditingkatkan statusnya dari pemeriksaan
menjadi Penyidikan, dari 7 (tujuh) kasus diatas 6 kasus yang dilakukan pada tahap penyidikan, dan 1 (satu)
kasustelah selesai dilakukan penyidikannya kemudian dilimpahkan ke K gjaksaan.

Dalam praktek, penanganan kasus-kasus pasar modal, jarang sekali pihak kepolisian selaku koordinator,
memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik Bapepam, biasanya mereka hanya memberikan bantuan
dalam tingkat penyidikan ini hanya sepanjang menyangkut tindakan polisionil, seperti, penangkapan,
penggel edahan.

Kesulitan dalam penanganan kasus tindak manipulasi pasar adalah dalam hal pembuktian dan memenuhi
petunjuk (P-18) dari jaksa selaku penuntut umum di dalam memberikan petunjuknya, diakui oleh penyidik
bapepam sebagal salah satu sebab, sulitnya memenuhi petunjuk tersebut.
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Perbedaan yang sangat mencolok antara rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP) dengan rumusan tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal
inilah yang menyebabkan pihak jaksa harus menyesuaikan dengan rumusan-rumusan yang ada di dalamnya,
misalnya, rumusan tentang manipulas pasar, dalam Pasal 91 hanya dinyatakan sebagai gambaran semu atau
menyesatkan mengenal perdagangan, keadaan pasar, atau hargaefek di Bursa Efek.

Sehingga dalam menangani tindak pidanayang terjadi di pasar modal, pihak Bapepam terlihat |ebih
menyukal rnenggunakan sanksi administratif kepada para pihak yang melakukan tindak pidana pasar modal,
dengan alasan efisiensi dan edukatif, meskipun sebenarnya pihak Bapepam dapat meneruskan perkara yang
ditanganinya melalui sarana penal.

Untuk memberantas kejahatan manipulasi pasar di pasar modal harus dengan mengoptimalkan perangkat
hukum dan kewenangan yang mereka miliki, ada dua syarat untuk mengoptimalkan Bapepam. Pertama,
Bapepam harus menjalankan prinsip-prinsip good governance di lembaga itu, seperti transparansi. Kedua,
sumber daya manusia (SDM} dan take home pay.



